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1.1 Latar Belakang Masalah

Penataan administrasi kependudukan sebagai sebuah sistem merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi
negara dalam memberikan jaminan kepastian. Hukum dan perlindungan terhadap
hak-hak individu penduduk. Perlindungan tersebut berupa pelayanan publik!
melalui penerbitan dokumen kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan
(NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta-akta catatan
sipil, termasuk Akta Kelahiran.

Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, serta maraknya berbagai
kejahatan kriminal dan terorisme baik dalam skala nasional maupun internasional,
dengan pemalsuan dokumen identifikasi kependudukan (termasuk paspor, KK, dan
lain-lain), diperlukan adanya penataan agar administrasi kependudukan dapat lebih
tertib dari tahun ke tahun dan terpadu secara nasional. Meningkatnya ketertiban
dan keterpaduan administrasi kependudukan akan sangat berguna bagi perumusan
kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan berbagai program pembangunan.
Kemajuan teknologi informasi dalam mendukung berbagai kegiatan, termasuk
pelayanan administrasi kependudukan merupakan suatu tuntutan yang tidak bisa

diabaikan.
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Menyikapi berbagai permasalahan itu pemerintah berusaha menata data tentang
kependudukan di Indonesia yang akurat untuk mampu membuat pemetaan yang tepat
guna menanggulangi masalah kependudukan baik di tingkat lokal dan nasional. Data
tersebut diperlukan untuk mampu membuat sebuah program dalam rangka:
pengendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk, pemerataan persebaran penduduk.
Tetapi hingga saat ini perolehan data kependudukkan di Indonesia masih sangat
tergantung pada hasil sensus dan survei atau data administrasi yang diperoleh secara
periodic dan masih bersifat agregant (makro). Kebutuhan data mikro penduduk untuk
diidentifikasi calon pemilih pemilu, penyaluran dana jaringan pengaman sosial,
bantuan untuk penduduk miskin, beasiswa untuk wajib belajar dan kegitan
perencanaan pembangunan dirasakan masih belum akurat karena tidak diproleh
dengan cara registrasi. Atau dasar pertimbangan tersebut maka diperlukan pentunjuk
pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk.

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan pendaftaran penduduk merupakan
tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, dimana dalam pelaksanaannya
diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga
setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga negara Indonesia dan
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan. Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat
agar penduduk sebagai pelanggan merasa dapat pelayanan yang memuaskan.

Sebagai salah satu langkah untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai

pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan



maka pemerintah mulai membuat sebuah kebijakan dengan mengadakan program
yang dahulu dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan
(SIMDUKSsang dibuat sekitar tahun 199 SIMDUK adalah sebuah kebijakan yang
diterapkan di daerah kabupaten/kota, dan ditujukan untuk menangani status
kependudukan dengan segala perubahannya. SIMDUK itu sendiri merupakan
suatu aplikasi untuk mengelola data kependudukan daerah yang meliputi Biodata
Penduduk,Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat keterangan
Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil. Aplikasinya dapat digunakan untuk
mengelola data kependudukan pada kecamatan atau kelurahan yang lokasinya
terpisah, akan tetapi karena didasarkan pada basis internet maka dapat
dikumpulkan di satu titik yaitu Internet Data Center.

Namun pada pelaksanaannya di lapangan ternyata didapati berbagai
kelemahan SIMDUK sebagai sebuah sistem untuk mengelola data kependudukan.
Di mana masih banyak terdapat pemalsuan identitas karena disebabkan kurang
detailnya data-data mengenai penduduk. Seperti yang terdapat di ibu kota Jakarta,
ditemukannya berbagai identitas ganda dengan nomor identitas yang berbeda pula.
Selain itu dalam pemenuhan hak penduduk, terutama di bidang Pencatatan Sipil,
masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan
diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama. Penggolongan
Penduduk dan Pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami



kendala yang mendasar sebab sumber data kependudukan belum terkoordinasi dan
terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu
sistem administrasi kependudukan yang utuh dan optimal. 2

Kondisi Sosial dan administrasi seperti yang dikemukan di atas tidak
memiliki sistem data base kependudukan yang menunjang pelayanan administrasi
kependudukan. Kondisi itu harus diakhiri dengan pembentukan suatu sistem
Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi
dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan
kependudukan vyang profesional. Berdasarkan berbagai evaluasi terhadap
kebijakan SIMDUK ini pemerintah merasa perlu menggantinya dengan sebuah
kebijakan baru. Kebijakan baru itu tentunya juga lebih menjawab segala
kebutuhan yang diperlukan untuk melengkapi data kependudukan. Berkenaan
dengan hal tersebut wuntuk memperoleh penyelenggaraan administrasi
Kependudukan dengan adanya sistem pelayanan Kependudukan dan Pencatatan
Sipil yang terintegrasi dapat merealisasikan Data Base penduduk. Dengan
pelayanan yang dihasilkan tidak hanya sebatas dapat merealisasikan pengumpulan
data base penduduk, tetapi sekaligus memberi Nomor Induk bagi setiap penduduk,
sehingga dapat mengeliminasi terjadinya kepemilikan identitas ganda. Untuk
membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai
dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintah merumuskan sebuah

kebijakan baru yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
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SIAK merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi
kependudukan di tingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai satu
kesatuan yang dimaksudkan untuk terselenggaranya Administrasi Kependudukan
dalam skala nasional yang terpadu dan tertib, terpenuhnya hak penduduk di bidang
administrasi kependudukan dengan pelayanan yang profesional dan tersedianya
data dan informasi mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada
berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga
menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

SIAK bisa menjadi solusi dari berbagai permasalahan kependudukan yang
ada di kabupaten Malaka diantaranya, Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda,
Pemalsuan KTP dan lamanya penerbitan berkas kependudukan. Dengan adanya
pengelolaan data secara online maka kelemahan-kelemahan pengolahan data
secara konvensional dapat ditekan. SIAK sendiri memberikan banyak manfaat
antara lain, hasil perhitungan dan pengelolaan data statistik tersebut dapat
digunakan sebagai bahan perumusan dan penyempurnaan kebijakan, strategi dan
program bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kualitas,
kuantitas, dan mobilitas penduduk, kepentingan pembangunan lainnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 13 tentang
Nomor Induk Kependudukan maka pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan
baru yang tertuang dalam PP Nomor 37 Tahun 2007 yang memuat tentang

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006. Salah satu latar belakang



dibuatnya sistem ini tentunya untuk mampu melakukan pemetaan yang tepat
tentang komposisi penduduk, kepadatan penduduk, masalah kemiskinan yang
dihadapi penduduk di pelosok, serta melihat kemajuan apa yang telah mampu
dicapai oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan kesehatan.
Tentunya tujuan ini perlu koordinasi dengan dinas lain yang bersangkutan. SIAK
diharapkan mampu memberikan Nomor Induk Penduduk yang telah terdaftar di
Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memudahkan pemerintah pusat
dan daerah guna melihat permasalahan penduduk yang ada serta meningkatkan
kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Namun hingga saat
ini masih ada masyarakat Kabupaten Malaka yang belum memiliki nomor Induk
Penduduk tersebut, sehingga masih banyak masyarakat yang belum masuk
hitungan ataupun perkiraan dapat dibantu oleh pemerintah. Selain itu masyarakat
yang terdapat di wilayah pelosok Kabupaten Malaka sering kali belum terjangkau
pelayanan Publik yang disediakan pemerintah daerah seperti kesehatan dan
pendidikan sehingga belum tercapai standar pelayanan minimal yang menjadi

tanggung jawab pemerintah.



Tabel 1.1
Data Kepemilikan Dokumen Kependudukan Dinas Kependudukan
Dan Pencatatn Sipil Kabupaten Malaka tahun 2019

No Jenis Dokumen Jumlah

Wajib memiliki Memiliki
1. | Kartu Tanda Penduduk ( KTP) 140.812 111.014
2. | Kartu Keluarga (KK) 48.028 35.115
3. Akta Kelahiran 92.233 41.421
4. Akta Perkawinan 21.418 13.267
5 Akta Cerai 6.532 2.322

Sur.nber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang wajib
memiliki di Kabupaten Malaka masih rendah. Hal tersebut menjadi bukti bahwa
masih  rendahnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen
kependudukan. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan
Pencatatn Sipil Kabupaten Malaka selalu berusaha memberikan penyuluhan
untuk mengajak masyarakat agar bersedia untuk mengurus dokumen
kependudukannya. Penyuluhan sebagai wahana sosialisasi kepada masyarakat
dilakukan agar masyarakat mengerti dan memahami mengenai prosedur dan
persyaratan penerbitan dokumen serta pentingnya dokumen kependudukan.
Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti
tentang bagaimana implementasi program SIAK secara langsung di lapangan yang
meliputi tahapan-tahapannya, manfaat, permasalahan dan hasil yang diperoleh

oleh masyarakat.



Oleh karena itu Judul yang dipilih oleh penulis adalah” Implemenasi
SIAK Menurut George Edward 111 Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Malaka.
1.2 Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:
1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi SIAK?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk memenukan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
implementasi SIAK?
1.4 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat member masukan dan
pertimbangan untuk mengatasi permasalahan mengenai tertib administrasi
Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Malaka.



